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 Manusia dalam kehidupanya memiliki kebutuhan yang beragam. Oleh karena 
itu dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang membutuhkan adanya kerjasama 
dengan orang lain. Maka Allah Swt membolehkan hambanya untuk melakukan 
praktik muamalah seperti upah mengupah (ujrah), sewa menyewa (ijarah) dan lain 
sebagainya. Ijarah merupakan akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan 
imbalan jasa yaitu upah. Dalam praktiknya yang terjadi di Loket Pembayaran 
Pandawa, Kec.Sukarame, Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan jasa berupa 
pembayaran kredit kendaraan, pembayaraan Listrik, pembayaran air PDAM, dan 
sebagainya. Tarif jasa yang diberikan yaitu sebesar 3%  dari jumlah yang akan 
dibayarkan, akan tetapi penyedia jasa memberikan informasi tarif setelah transaksi 
dilakukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah pada 
penyedia jasa pembayaran kredit dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah 
penyedia jasa pembayaran kredit di Loket Pembayaran Pandawa Kecamatan 
Sukarame Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik 
upah pada penyedia jasa pembayaran kredit dan mengetahui tinjauan hukum Islam 
terhadap upah pada penyedia jasa pembayaran kredit di Loket Pembayaran Pandawa 
Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Jenis penelitian yang dilakukan dalam 
skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu riset yang didasarkan 
pada data maupun informasi yang bersumber dari penyedia jasa dan pengguna jasa 
dengan cara wawancara langsung kepada pemilik loket pembayaran pandawa dan 
pengguna jasa yang datang. Dari data yang telah terkumpul selanjutnya akan diteliti 
sesuai fakta yang terjadi dilapangan, sehingga mudah dipahami dengan menggunakan 
pendekatan normatif yang dilandasi pada tinjauan hukum Islam kemudian data 
dianalisis secara  induktif. Praktik penyedia jasa pembayaran kredit di Loket Pandawa 
Sukarame, Bandar Lampung dilakukan dengan cara pengguna jasa datang langsung 
ke loket untuk melakukan pembayaran kredit dan menyerahkan bukti pembayaran 
terakhir, kemudian akan diproses oleh petugas loket. Setelah pihak penyedia jasa 
melakukan proses pembayaran kepada perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. 
Pengguna jasa akan mendapatkan bukti pembayaran dari petugas loket, dan diminta 
untuk membayar sesuai dengan jumlah tagihan yang harus dibayarkan dan ditambah 
dengan biaya pembayaran jasa sebesar 3% dari biaya angsuran tersebut.  Berdasarkan 
hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik upah pada penyedia jasa 
pembayaran kredit di Loket Pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar 
Lampung ini tidak sah untuk dilakukan. Hal ini karena tidak terpenuhinya shighah al-
‘aqd yang terdapat dalam rukun  Ijarah, yaitu berupa pernyataan dari kedua belah 








                             
                        
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu 
akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di dalamnya agar 
tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. 
skripsi ini berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penyedia Jasa 
Pembayaran Kredit (Studi Kasus di Loket Pembayaran Pandawa Kecamatan 
Sukarame Bandar Lampung)”, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata 
penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan 
pengertian bagi para pembaca, uraiannya sebagai berikut: 
1. Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, 




2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan 
mengenai perbuatan hamba yang terkandung sumber Al-Quran dan As-
Sunnah baik ketetapan langsung maupun tidak langsung.
2
 
3. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa 
atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dibayarkan untuk mengerjakan 
                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-4, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470. 
2
Buyana Shalihin, Kaidah Hukum Islam, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), h. 11. 








5. Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan pembayaran. 5  Sedangkan 
kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai, cara 
menjual barang dengan pembayaran yang ditangguhkan atau diangsur.
6
 
Berdasarkan penjelasan beberapa istilah diatas, maka dapat dipahami 
bahwa maksud dari judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam 
mengenai upah penyedia jasa pembayaran kredit di loket pembayaran 
Pandawa, Kecamatan Sukarame  Bandar Lampung. 
B. Alasan Memilih Judul 
Beberapa alasan dasar dalam memilih judul “ Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Upah Penyedia Jasa Pembayaran Kredit” adalah sebagai berikut: 
1. Alasan Objektif 
a. Bahwa telah terjadi suatu bentuk kegiatan terhadap Upah Penyedia 
Jasa Pembayaran Kredit di Pandawa Kecamatan Sukarame, Bandar 
Lampung, yang belum diketahui bagaimana hukumnya menurut 
                                                             
3
 Ibid., h. 868 
4
 Tjiptono, Fandy, Service Management; Mewujudkan Layanan Prima, (Yogyakarta: ANDI 
Yogyakarta, 2008), h. 7. 
5
 Ibid., h. 152 
6
 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta:Asdi Mahasatya, 2007), h. 232 
pandangan hukum Islam mengenai upah penyedia jasa pembayaran 
kredit. 
b. Bahwa pelaksanaan terhadap Upah Penyedia Jasa Pembayaran Kredit 
ini telah terjadi di Pandawa  Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung 
oleh karena itu perlu di teliti untuk mendapatkan gambaran yang 
jelas. 
2. Alasan Subjektif 
a. Pembahasan ini di angkat karena belum ada yang membahas 
pembahasan ini di Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden 
Intan Lampung dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk di 
bahas dan di teliti karena tersedianya literatur yang menunjang 
masalah ini. 
b. Pembahasan ini sangat sesuai dengan keilmuan sehingga 
memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan tentang 
permasalahan ini. 
C. Latar Belakang Masalah 
 Islam merupakan agama rahmatan lil’alamin, yaitu agama Allah 
SWT yang bertujuan mengatur segala kehidupan manusia, baik kehidupan di 
dunia maupun kehidupan di akhirat (al-Falah).
7
 Islam memiliki aturan hukum 
yang dapat di jadikan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, baik yang 
terdapat dalam Al-Quran maupun As-Sunah. Islam memberikan petunjuk bagi 
                                                             
7
Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam, ( Jakarta: Kencana, 2007), h. 3. 
manusia mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar, tidak 
hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi seorang manusia dengan 
pencipta-Nya (hablum minallah) namun juga hubungan antara manusia 




Manusia dalam kehidupanya memiliki kebutuhan yang beragam. Oleh 
karena itu dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang membutuhkan 
adanya kerjasama dengan orang lain. Maka Allah Swt membolehkan 
hambanya untuk melakukan praktik muamalah seperti upah mengupah, sewa 
menyewa dan lain sebagainya. 
Secara umum upah adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan 
sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa 
atau syarat-syarat tertentu.
9
 Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau 
buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan 
dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-
                                                             
8
Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 
2009), h. 2. 
9
Yusanto dan Widjajakusuma,Menggagas Bisnis Islam, Cet. ke 1 ,(Jakarta: Gema Insani 
Press, 2002), h. 2. 
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas 
suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
10
 
 Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan 
mendapatkan imbalan dari setiap apa yang di kerjakannya sehingga tidak akan 
terjadi kerugian di antara keduanya. Seperti perjanjian kerja yang biasanya 
diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk 
memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. 
Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut salah satu pihak menghendaki 
pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan 
pihak yang menghendaki bersedia memberikan upahnya.
11
  Dalam setiap 
pekerjaan harus adanya kesepakatan dan keridhoan masing-masing pihak agar 
tidak terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak. Sebagaimana Allah 
berfirman Q.S An-Nisa [4] ayat 29: 
                          
                           
 
 
Artinya:                                                                                                                   
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
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membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 




 Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang yang mengerjakan sesuatu 
dengan benar dan tidak melanggar syariat-syariat Islam yang dibatasi tanpa 
mendzolimi antara satu dengan yang lainnya terhadap apa yang dikerjakan 
maka dalam setiap hasilnya tidak akan dirugikan. Namun dalam setiap 
pekerjaan wajib diberikan upah serta pembayaran upah yang di berikan harus 
di sesuaikan berdasarkan tenaga yang telah di keluarkan. Oleh karena itu 
pembayaran upah harus sesuai, diberikan tidak kurang dan juga tidak lebih.
13
 
 Dahulu transaksi kredit hanya mengenal satu metode saja, yaitu 
metode langsung antara pemilik barang dengan konsumen. Akan tetapi di 
zaman sekarang, pengkreditan telah berkembang dan mengenal metode baru, 
yaitu metode tidak langsung, dengan melibatkan pihak ketiga. 
Dengan demikian pembeli sebagai pihak pertama tidak hanya 
bertransaksi dengan pemilik barang, akan tetapi ia bertransaksi dengan dua 
pihak yang berbeda. Pihak kedua adalah pemilik barang dan pihak ketiga 
adalah perusahaan pembiayaan atau pengkreditan atau perbankan.Pembayaran 
kredit merupakan suatu kewajiban bagi setiap pembeli yang menggunakan 
sistem kredit untuk memiliki suatu barang yang dibutuhkan, sehingga pembeli 
berkewajiban untuk membayarnya sampai waktu yang telah disepakati. 
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 Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan 
manusia khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai praktik upah mengupah 
bisa dikaitkan dengan akad ijarah. Ijarah menurut arti lughat adalah balasan, 
tebusan, atau pahala. Menurut syara’ berarti melakukan akad mengambil 
manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai 
dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.
14
 
Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan 
manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan 
imbalan.
15
 Ijarah sendiri merupakan transaksi yang memperjual belikan 
manfaat suatu benda. Pada dasarnya ijarah hampir sama dengan jual beli 
hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. 
Objek transaksi pada Ijarah adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun 




 Ijarah dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi 
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik sewa menyewa atau upah 
mengupah seperti perjanjian pekerja dengan majikannya atau menjual jasa 
kepada orang lain. Oleh karena itu jika seseorang yang melakukan hubungan 
kerja harus diketahui atau dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, 
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68. 
besar tenaga yang harus dikeluarkan serta besaran upah yang telah dikerjakan. 
Hal ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi permasalahan serta 
kemaslahatan di antara kedua belah pihak. 
Berkaitan dengan hal ini adanya praktik perikatan kerjasama diantara 
penyedia jasa pembayaran kredit yang terdapat pada loket pembayaran di 
Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dengan beberapa 
perusahaan yang terkait di dalamnya. Sebagai loket penyedia jasa  
pembayaran di Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung merupakan 
wakil beberapa perusahaan untuk menjadi perantara transaksi pembayaran 
dengan pihak ketiga yaitu konsumen. Fasilitas yang ditawarkan pada loket 
penyedia jasa ini adalah kemudahan transaksi, memangkas waktu antri dan 
lain sebagainya. Sistem transaksi yang digunakan pada loket penyedia jasa ini 
ialah secara online dengan mentransfer ke beberapa perusahaan yang terkait. 
Namun permasalahan yang didapat pada penyedia jasa ini yaitu 
adanya upah pembayaran atas layanan jasa sebesar 3% dari nominal yang 
akan dibayarkan, akan tetapi pihak pengguna jasa tidak memberikan 
penjelasan mengenai upah yang akan dibebannkan kepada pengguna jasa  
sebelum proses jasa pembayaran dilakukan. Sehingga pihak pengguna jasa 
tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan mengenai 
keinginnanya untuk melanjutkan atau membatalkan proses jasa tersebut. 
 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik atau terdorong 
untuk melakukan penelitian dan ketertarikan penulis untuk mengkaji 
permasalahan tersebut, dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi 
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Penyedia Jasa 
Pembayaran Kredit ( Studi Kasus di Loket Pembayaran Pandawa Kecamatan 
Sukarame Bandar Lampung)”.  
D. Fokus Penelitian 
 Dalam penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak 
terjadi peluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan 
penelitian ini. Maka penelitian ini difokuskan pada praktik serta bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap upah penyedia jasa pembayaran kredit di Loket 
pembayaran Pandawa Sukarame Bandar Lampung. 
E. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka 
permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana praktik upah penyedia jasa pembayaran kredit di Loket 
Pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah penyedia jasa 
pembayaran kredit di Loket Pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame 





F. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian yang akan di buat oleh penulis 
berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad ijarah pada penyedia  jasa 
pembayaran kredit di loket pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame 
Bandar Lampung. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad ijarah pada 
penyedia jasa pembayaran kredit di loket pembayaran Pandawa 
Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.. 
G. Signifikansi penelitian 
Hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikasi 
akademis dan praktis sebagai berikut: 
1. Signifikansi Akademis 
Secara akademis penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu 
pengetahuan dan ketajaman analisis yang terkait dengan masalah penyedia 
jasa khususnya upah penyedia jasa pembayaran kredit persfektif hukum 
Islam. 
2. Signifikansi praktis  
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 
bagi penyedia jasa maupun pengguna jasa untuk meningkatkan komitmen 
serta dapat digunakan untuk memberikan wawasan, pengertian, 
pemahaman dan pengembangan praktik jasa yang lebih positif serta 
diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah tentang 
bermuamalah khususnya berkaitan dengan jasa pembayaran kredit 
H. Metode Penelitian  
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah 
dalam penelitian ini yaitu: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
  Field Research yaitu penelitian yang akan dilakukan di lapangan 
dalam kancah yang sebenarnya.
17
 Penelitian ini dilakukan dengan 
menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara 
untuk mendapatkan informasi terhadap loket pembayaran di Pandawa 
Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 
2. Sifat Penelitian 
 Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk deskriptif analisis. Penelitian 
deskriptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 
manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu 
kelas peristiwa pada masa sekarang.
18
 Penelitian analisis ini dipergunakan 




                                                             
17
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 3. 
18
Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 63. 
3. Sumber Data 
a. Data Primer 
 Data primer ialah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan 
langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang 
bersangkutan yang memerlukannya.
19
 Data primer didapat dari 
sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil 
wawancara yang di miliki oleh peneliti. Dalam skripsi ini penelitian 
di lakukan di Loket Pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame 
Bandar Lampung. 
b. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung, misalnya didapat dengan cara membaca buku, artikel, 
jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang 




4. Teknik Pengumpulan Data 
 Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan yang memiliki 
kredibilitas  tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh 
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salah dan dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri 




Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang 
diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau 
untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Loket 
Pembayaran Pandawa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. 
b. Wawancara  
Proses memperoleh penjelasan, pembuktian dan untuk 
mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang 
diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab biasa sambil 
bertatap muka ataupun tanpa tatap muka. 
5. Populai dan Sampel 
a. Populasi  
 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.dalam penelitian ini 
yang menjadi populasi adalah pemilik Loket yang berjumlah 1 orang di 
Loket Pembayaran Pandawa di Sukarame, Kota Bandar Lampung, dan 
seluruh pengguna jasa yang berjumlah 107 orang. Jadi populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 110 orang yang terdiri dari pemilik Loket, 
pengelola, dan pengguna layanan jasa. 
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b. Sampel 
 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Berdasarkan buku Suharsimi Arikunto yang 
menyebutkan apabila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil 
semua, jika objeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-
25%. Oleh karena itu, berdasarkan penentuan jumlah sampel yang telah 
dijelaskan, penulis mengambil sampel sebanyak 10% dari populasi yang 
tersedia yaitu kurang lebih 1 orang pemilik atau pengelola dan 10 orang 
pengguna jasa di Loket Pembayaran Pandawa Kec. Sukarame, Kota 
Bandar Lampung. 
6. Metode Pengolahan Data 
 Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 
ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan data tertentu. 
Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolah data pada 
umumnya dilakukan dengan carasebagai berikut: 
a. Pemeriksaan Data (Editing), yaitu pengecekan atau pengoreksian 
data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang 
masukterkumpul itu tidak logis dan meragukan.
22
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b. Koding, yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para 




c. Rekontruksi Data (Recontructing), yaitu menyusun ulang data secara 
teratur berurutan dan sistematis. 
d. Sistematis Data (Sistemazing), yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.
24
 
7. Analisis Data 
 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling 
penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
 Analisis data yang diperoleh dapat dilakukan dengan cara analisis 
kualitatif yang digunakan untuk aspek normatif (yuridis) melalui metode 
yang bersifat analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang 
diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu 
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kesimpulan umum.
25
 Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta 
diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil 
kesimpulan secara umum yang didasarkan secara fakta-fakta yang bersifat 
khusus.
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A. Kajian Teori 
1. Penyedia Jasa 
a. Pengertian Jasa 
 Tjiptono dalam bukunya yang berjudul Service Management; 
Mewujudkan Layanan Prima menjelaskan, jasa merupakan aktivitas, 
manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual.
1
 
 Jasa sering dipandang sebagai fenomenal yang rumit, kata “jasa” 
(service) itu sendiri mempunyai banyak arti, mulai dari pelayanan pribadi 
(personal service) sampai pada jasa sebagai suatu produk. Sejauh ini 
banyak ahli  pemasaran jasa yang berusaha mendefinisikan pengertian jasa. 
Pengertian jasa menurut para ahli sebagai berikut:
2
 
1) Kotler & Amstrong dalam mendefinikan “jasa yang merupakan suatu 
produk yang tidak berwujud. Membeli jasa sama dengan membeli sesuatu 
yang tidak berwujud. Bila melihat lebih jauh lagi antara produk (fisik) dan 
jasa sebenarnya keduanya memang sulit untuk dibedakan, karena biasanya 
pembelian dari suatu produk akan turut disertai dengan pemberian fasilitas 
jasa.” 
2) Adrian Payne, menyatakan bahwa “jasa ialah suatu kegiatan ekonomi 
yang memiliki sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangibel yang 
berkaitan dengannya yang menghubungkan sejumlah interaksi dengan 
suatu pelanggan dan dengan barang-barang, tetapi tidak menghasilkan 
suatu transfer kepemilikan. Emitor perubahan kondisi dapat timbul dan 
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suatu produksi layanan mungkin mempunyai atau mungkin tidak 
mempunyai hubungan dengan produk fisik.” 
3) Cristian Gronross, menyatakan bahwa “jasa ialah suatu proses yang terdiri 
dari suatu serangkaian kegiatan yang berwujud dengan biasanya tetapi 
tidak selalu terjadi pada suatu interaksi antara suatu pelanggan dan 
layanan karyawan dan atau suatu sumber daya fisik atau barang atau 
penyedia sistem, yang disediakan sebagai solusi untuk permasalahan 
pelanggan. Suatu interaksi terhadap penyedia layanan dan pelanggan 
sering terjadi dalam pelayanan, bahkan jika suatu pihak yang terlibat 
mungkin tidak menyadari hal itu. Selain itu, dimungkinkan ada situasi 
dimana pelanggan sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan 
suatu perusahaan jasa.” 
4) Zeithami dan Bitner, menyatakan bahwa “jasa ialah semua kegiatan 
ekonomi yang menghasilkan output tidak dalam bentuk suatu produk fisik 
atau bentuk yang biasanya yang dikonsumsi selama produksi dan 
memberikan suatu nilai tambah dalam bentuk seperti kenyamanan, 
hiburan, kesenangan atau kesehatan.” 
 Produk jasa memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk 
barang (fisik). Grifin, menyebutkan tiga karakteristik yang membedakan 
produk jasa dengan produk barang, sebagai berikut:
3
 
a) Intangibility (tidak terwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 
didengar atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Nilai penting dari hal ini 
adalah nilai yang tak terwujud dialami konsumen dalam bentuk 
kenikmatan, kepuasan, atau kenyamanan. 
b) Unstorability (tidak dapat disimpan). Jasa tidak mengenal persedian atau 
penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini disebut 
juga inseparability (tidak dapat dipisahkan), mengingat pada umumnya 
jasa dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. 
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c) Customization (kustomisasi). Jasa sering kali didesain khusus untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggan. 
 Pengklarifikasian jasa didasarkan pada dua hal, pertama, didasarkan 
atas tingkat kontak konsumen dengan pemberi jasa dan kedua, yaitu jasa 
diklasifikasikan berdasarkan kesamaannya dengan operasi manufaktur.
4
 
 Berdasarkan tingkat kontak konsumen, jasa dapat dibedakan ke dalam 
kelompok sistem kontak tinggi (high-contact system) dan sistem kontak 
rendah (low-contact system). Pada kelompok sistem kontak tinggi konsumen 
harus menjadi bagian dari sistem untuk menerima jasa. Contoh: jasa 
pendidikan, rumah sakit, dan transportasi. Sedangkan pada kelompok sistem 
kontak rendah, konsumen tidak perlu menjadi bagian dari sistem untuk 
menerima jasa. Contoh: jasa reparasi mobil dan jasa perbankan.  
 Berdasarkan kesamaannya dengan manufaktur, jasa dapat dibedakan 
menjadi tiga kelompok yaitu, jasa murni, jasa semi manufaktur dan jasa 
campuran. Jasa murni (pure service) merupakan jasa tergolong kontak tinggi, 
tanpa persediaan, misalnya ahli bedah yang memberikan ahli khusus (unik) 
dan memberikan jasanya pada saat konsumen berada ditempat. Sebaiknya, 
semi manufaktur (quasi manufacturing service) merupakan jasa yang 
tergolong kontak rendah, memiliki kesamaan dengan manufaktur dan 
konsumen tidak harus menjadi bagian dari proses produksi jasa tersebut. 
Contoh: jasa pengantaran, perbankan, asuransi, dan kantor post. Sedangkan 
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jasa campuran (mixed service) merupakan kelompok jasa yang tergolong 
kontak menengah (moderate-contact) yaitu gabungan dari beberapa sifat jasa 
murni dan jasa semi manufaktur. Contoh: jasa ambulans, bengkel, dry 
cleaning, pemadam kebakaran dan lain lain. 
Berdasarkan uraian tersebut, jasa ialah suatu pemberian kinerja atau tindakan 
tak kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain.  
b. Karakteristik Jasa 




1) Tidak berwujud (intangibility). Jasa tidak berwujud, tidak seperti produksi 
fisik, jasa tidak dapat dilihat, diraba, didengar, atau dicium sebelum dibeli, 
untuk memberi kepastian kepada para pembeli akan mencari tanda atau 
bukti mutu jasa. Konsumen akan menarik kesimpulan mengenai mutu jasa, 
dan tempat, orang, peralatan, alat komunikasi, simbol dan harga yang 
mereka lihat. 
2) Tidak terpisah (inseparability). Umumnya jasa dihasilkan secara 
bersamaan. Jasa tidak seperti barang fisik yang dapat diproduksi, disimpan 
dalam persediaan, didistribusikan dalam melewati berbagai penjual dan 
kemudian baru dikonsumsi. 
3) Bervariasi (varibility). Jasa sangat bervariasi tergantung pada siapa yang 
menyediakan serta kapan dan dimana jasa itu diberikan. Perusahaan dapat 
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melakukan 3 langkah dalam rangka pengendalian mutu, pertama 
melakukan investasi untuk menciptakan prosedur, perekrutan dan pelatihan 
yang baik. Kedua, menstandarisasikan proses pelaksanaan jasa diseluruh 
organisasi. Ketiga, memantau kepuasan pelanggan melalui sistem saran 
serta keluhan, survei  pelanggan, serta melakukan belanja perbandingan. 
4) Mudah lenyap (pherisability). Jasa tidak dapat disimpan karena sifat jasa 
itu mudah lenyap. Tidak jadi masalah bila permintaan tetap. Namun, jika 




 Perusahaan jasa mempertunjukan mutu jasa mereka melalui bukti fisik 
dan penyajian, akhirnya perusahaan jasa dapat memilih dari berbagai proses 
yang berbeda-beda dalam memberikan pelayanan. 
c. Jenis-jenis Jasa 
Jasa memiliki beberapa jenis yaitu :
7
 
1) Jasa Usaha Rumah Tangga, jenis jasa ini mencakup banyak hal yang ada 
didalam. Contohnya: untuk merawat sebuah kebun, memperbaiki rumah, 
menjual air minum, kelengkapan alat-alat rumah tangga, sebagai 
pembersihan dan lain sebagainya. 
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2) Jasa Perumahan, jenis jasa ini mencakup penyewaan sebuah kamar hotel 
(penginapan), kost-kostan, dan lain sebagainya. 
3) Jasa Hiburan atau Rekreasi, jenis jasa ini meliputi penyewaan alat-alat 
yang berhubungan dengan suatu hiburan, atau penyewaan tempat untuk 
melakukan kegiatan hiburan. 
4) Jasa Perawatan Pribadi, jenis jasa ini adalah suatu perawatan kecantikan, 
pijit, salon dan lain sebagainya. 
5) Jasa Kesehatan, jenis jasa yang satu ini termasuk jasa yang sangat penting 
untuk kelangsungan hidup manusia, contohnya ialah perawatan dirumah 
sakit, bidan, puskesmas dan lain sebagainya. 
6) Jasa Bisnis, jasa ini meliputi jasa akuntan, jasa konsultan, jasa marketing, 
dan lain sebagainya. 
7) Jasa Komunikasi, contoh jasa komunikasi yaitu warnet, wartel pengiriman 
fax, kantor pos dan lain sebagainya. 
8) Jasa Transportasi, jenis jasa ini sering kita gunakan saat kita berpergian di 
suatu tempat, contohnya angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara, 
dan lain sebagainya. 
9) Jasa Keuangan, jenis jasa keuangan yang digunakan yaitu bank. Contohnya 
leasing, pajak, bank pinjaman dan lain sebagainya. 
10) Jasa Pendidikan, jenis jasa ini sangat penting untuk kelangsungan bangsa 




ini antara lain adalah guru privat, guru les, guru ngaji, guru sekolah dan 
lain sebagainya. 
     2. Akad Ijarah 
a. Pengertian Akad Ijarah 
  Sewa-menyewa atau dalam bahasa Arab Ijarah berasal dari kata: 
 َاَجرَ 8
yang sinonimnya: 
ر9 (1  َاَجَرالّشىء : yang artinya: menyewakan, seperti dalam kalimat اََج
(menyewakan sesuatu) 
 ia) َكذَ اَاَجَرُفالَنًاَعَلىyang artinya: ia memberinya upah, seperti kalimat َاْعطَاُه َاْجَرا10 (2
memberikan kepada si Fulan upah sekian) 
هُ  :yang artinya: memberinya pahala. seperti dalam kalimat اَثَابَوُ 11 (3  َاَجَراللَّو َعْبَد
(Allah memberikan pahala kepada hamba-Nya)
12
 
Al-ijarah disebut juga al-ajru (upah) atau al-iwadh (ganti), artinya 
jenis akad untuk mengambil manfaat (ajaran) dengan jalan 
penggantian.maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang 
mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak 
mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk 
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zatnya, dan dibayar sewa. Misalnya, rumah yang dikontrakkan atau disewa, 
mobil disewa untuk perjalanan.
13
 
Dalam syari‟at Islam ijarah adalah jenis akad untuk mengambil 
manfaat dengan kompensasi.
14
 Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid 
mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, 
dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan 
kemudian.
15
 Berdasarkan hal itu, menyewakan pohon agar dimanfaatkan 
buahnya hukumnya tidak sah karena pohon itu sendiri bukan keuntungan 
untuk manfaat. Demikian juga menyewakan dua jenis mata uang (emas dan 
perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. 
Alasannya barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan 
mengkonsumsi bagian dari barang tersebut. Hukum sewa juga diberlakukan 
atas sapi, domba dan unta untuk diambil susunya. Akad sewa mengharuskan 
penggunaan manfaat dan bukan barang itu sendiri. 
Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan ijarah 
antara lain adalah sebagai berikut: 
a) Syekh al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath Al-Wahab, 
mendefinisikan ijarah sebagai berikut: 
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َفَعةٍ َالِ  16تَاًِتى  ِبشُرْوطٍ  بَعَوضٍ  ْْيَارُُىَوََتِْلْيُك َمن ْ  
Artinya: “Ijarah adalah memiliki atau mengambil manfaat suatu 
barang dengan mengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang 
sudah ditentukan.” 
b) Sayyid Sabiq, dalam fiqhu-sunnah mendefinisikan ijarah adalah suatu jenis 
akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
17
 
c) Menurut Ulama Hanafiyah: 
َفَعٍة َمْعُلْوَمٍة َمْقُصْوَدٍة مِ  َن اْلَعْْيِ اْلُمْسَتْأِجرَِةِبَعْوضٍ َعْقٌديَِفْيُدََتِْلْيُك َمن ْ  
Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang 
diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan” 
d) Menurut Ulama Malikiyyah 
 
18 َفَعِةَاالَدِمي َوبَ ْعِض  َعاُقِدَعَلى َمن ْ ُقْواَلنِ َتْسِمَيُة الت َّ اْلِمن ْ  
Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat 
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e) Menurut Ulama Syafi‟iyah: 
َعْقدِ  َمْقُصْوَدٍة َمْعُلْوَمٍة قَابَِلٍةلِْلَبْذِل َوِاْلبَاَحِة  َجارَِة: َعْقٌدَعَلى َمنْ َفَعةٍ ْالِ َوَحدُّ
19ِبَعْوٍض َمْعلْومٍ   
Artinya: “Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud 
tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan 
pengganti tertentu.” 
f) Menurut Ulama Hanabilah 
َعِقُد بَِلْفِظ االْ ِىَي َعْقٌدَعَلى اْلَمنَ وَ  ْلَكرَاِء َوَما ِفْ َمْعَناُُهَا اَجارَِة وَ اِفِع تَ ن ْ  
Artinya: Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan 
lafal ijarah dan kara‟ dan sebagainya.
20
 
g) Menurut Idris Ahmad 
Bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan 
jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
21
 
Dari beberapa pendapat ulama dan mazhab diatas tidak ditemukan 
perbedaan yang mendasar tentang definisi ijarah, tetapi dapat dipahami ada 
yang mempertegas  dan memperjelas tentang pengambilan manfaat terhadap 
benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan adanya 
imbalan atau upah serta tanpa adanya pemindahan kepemilikan. 
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Kalau diperhatikan secara mendalam definisi yang dikemukakan oleh 
para ulama mazhab di atas maka dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang 
terdapat dalam ijarah antara lain:
22
 
(a) Adanya suatu akad persetujuan antara kedua belah pihak yang ditandai   
dengan adanya ijab dan qabul 
(b)Adanya imbalan tertentu 
(c) Mengambil manfaat, misalnya mengupah seseorang buruh untuk bekerja. 
 Ijarah adalah akad sewa menyewa dengan mengambil manfaat sesuatu 
dari orang lain dengan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah 
ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. 
b. Dasar Hukum Akad Ijarah 
 Jumhur Ulama sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang 
diperbolehkan oleh syara‟. Alasan Jumhur Ulama memperbolehkan akad 
ijarah atas dasar sumber hukum, yaitu: 
1) Al-Qur‟an surat Al-Baqarah (2) ayat 233 
 
                           
                      
 
 
 Artinya: “Dan jika kamu anakmu ingin disusukan oleh orang lain, 
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 
                                                             
 
22




menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 
bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 
(2) : 233) 
  Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan 
sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah 
menyusukan anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh 
menyerahkan penyusunan itu kepada perempuan lain yang disukai ibu atau 
ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan 
kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan 
yang berlaku, hendaklah ditunaikan.
23
 
2) Al-Qur‟an surat ath-Thalaq (65) ayat 6 
 
                           
              
 
Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 
untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan 
jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh 
menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalaq (65): 6) 
 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orangtua menyuruh orang lain 
untuk menyusukan anak mereka, maka sebaiknya diberikan upah kepada 
orang yang menyusukan itu. 
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3) Al-Qur‟an surat Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27 
                        
                         
                     
               
 
Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya 
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah 
orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 
Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan 
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu 
bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun 
Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak 
memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk 
orang- orang yang baik" (QS. Al-Qashash (28): 26-27) 
 
4) Dasar Hukum Ijarah dari hadis adalah: 
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسْوُل اللَِّو َصّلى اللَُّو َعَلْيِو  َوَسلََّم : َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَُّو َعن ْ
رَ  24َعَرقُُو )رواه ابن ماجو( فَّ قَ ْبَل اَْن ْيَِ  ْجزَهُ أُ أُْعُطْوا ااَلِجي ْ  
 
Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya 
kering.” (Riwayat Ibnu Majah) 
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 Sumber hukum Islam adalah Al-Qur‟an kemudian Sunnah. Jika tidak 
ditemukan pada keduanya maka sumber hukum ketiga adalah ijma‟.
25
 
Landasan ijma‟nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang pun 
yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di 
antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.
26
 Kata 
ijma’ secara bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan” atau 
“kesepakatan tentang suatu masalah”. Menurut istilah ushul fiqh, seperti 
dikemukakan „Abdul-Karim Zaidan, adalah “kesepakatan para mujtahid 




 Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa ijarah 
dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.
28
 Tujuan disyariatkan ijarah 
itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan 
hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di pihak lain 
ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang dan dengan ijarah 
keduanya saling mendapatkan keuntungan, seseorang tidak memiliki mobil 
tapi memerlukannya di pihak lain, ada yang mempunyai mobil dan 
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c. Rukun dan Syarat Akad Ijarah 
 Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan  ijarah, 
ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi 
ijarah. 
1) Rukun Ijarah 
a) Aqid (pihak-pihak yang berakad)  
 ‘Aqid yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang 
menyewa maupun pengguna jasa (musta;jir) dan pihak yang 
menyewakan atau pemberi jasa (mu’ajir). Mau’qud alaih objek akad 
ijarah yakni manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.
30
 
Diisyaratkan musta’jir dan mu’ajir adalah baligh, berakal, cakap 
melakukan thasaruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. 
b) Sighat (Ijab dan Qabul) 
 Sighat ijarah yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari 
kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal 
ataupun dalam bentuk lain. Sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila 
ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk 
pernyataan lainnya yang menunjukan adanya persetujuan antara ke 
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dua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa.
31
 Sighat ijab dan 
qabul adalah suatu ungkapan antara dua orang yang menyewakan 
suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang 
keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan 
kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. 
Sedangkan qabul adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya 
ijab dan untuk menerangkan persetujuannya.
32
 
c) Ujrah (Upah) 
 Ujrah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau 
sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan 
sesuatu.
33
 Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, 
baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. 
d) Manfaat 
 Manfaat dari objek yang di Ijarahkan harus sesuatu yang 
dibolehkan agama (mutaqawwimah), seperti menyewa buku untuk 
dibaca dan menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu, para 
fuqaha sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan ijarah terhadap 
perbuatan maksiat, seperti seorang yang menggaji orang lain untuk 
mengerjakan ilmu sihir. Menyewakan rumah untuk prostitusi dan lain 
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sebagainya yang mengarah pada perbuatan maksiat. Manfaat dari 
objek yang diijarahkan harus diketahui sehingga perselisihan dapat 
dihindari. Manfaat objek yang disewakan dapat dipenuhi secara 
hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat 
dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk bicara.
34
 
 Dalam KHES pasal 251, rukun ijarah ada empat, yaitu pihak yang 
menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang diijarahkan dan akad.
35
 
Berbeda dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000, 
rukun akad ijarah dibagi menjadi tiga, yaitu: 
(1) Shighat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak 
yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. 
(2) Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa pemberi jasa dan 
penyewa pengguna jasa. 
(3) Objek akad ijarah yaitu manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah. 
2) Syarat Ijarah 
Sedangkan syarat ijarah terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat 
dalam akad bai’ yaitu: 
a) Syarat dan terjadinya akad (syuruth al-in ‘iqad) 
Syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad.Syarat yang paling 
utama berkaitan dengan syarat ‘aqid.‘Aqid (orang yang berakad) 
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disyaratkan berakal dan mummayyiz. Namun, Syafi‟iyyah dan Hanabillah, 
‘Aqid itu disyaratan baligh (dewasa).Oleh sebab itu apabila orang yang 
belum berakal seperti anak kecil dan orang gila ijarahnya tidak sah. Akan 
tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang 
yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak 
yang baru mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah, hanya 
pengesahannya perlu persetujuan walinya. 
b) Syarat berlangsung akad (syuruth an-nafadz). 
Syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini 
ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek ijarah mesti 
sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Oleh karena itu, akad 
ijarah tidak akan terlaksana apabila dilakukan oleh orang yang tidak 
memiliki atau menguasai barang. Apabila akad ijarah dilakukan oleh 
orang yang tidak memiliki atau menguasai barang disebut dengan ijarah 
al-fuduli. 
Maksudnya adalah tidak sah menyewakan kendaraan yang belum 
dibeli, atau menyewakan hewan yang lepas dari pemiliknya, lahan tandus 
untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan 








Untuk kelangsungan akad ijarah disyaratkan terpenuhinya hak 
milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (‘aqid) tidak 
mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), maka akadnya 
tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah status 
mauquf  (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan 
tetapi, menurut Syafi‟iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya 
jual beli.
37
 Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik 
dapat berlaku pada akad ijarah yang tergantung, di antara adanya wujud 
objek ijarah. Jika seorang fudhuli melakukan akad ijarah lalu 
mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan hal 
berikut, jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat 
barang digunakan, maka akad ijarah itu sah dan pemilik barang berhak 
atas upahnya karena objek akadnya ada. Sebaliknya, jika persetujuan atas 
akad terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah 
dan upah itu dikembalikan ke pelaku akad, karena objek akad telah 
lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad ijarah. Maka akad 
itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga akad 
ijarahnya tidak sah sebagaimana kita ketahui dalam akad ijarah. Dengan 
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demikian, pelaku akad fudhuli dianggap sebagai pelaku ghasab ketika ia 
mengembalikan barang kepada pemiliknya.
38
 
c) Syarat sahnya akad (syuruth as-shihah) 
 Syarat yang berkaitan dengan keabsahan akad, yaitu syarat-syarat 
yang berkaitan dengan ‘aqid, maqud alaih, ujrah dan nafs al-‘aqd. Dalam 
konteks ini ada beberapa syarat keabsahan akad ijarah, yaitu: 
(1) Ada keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. 
 Saling merelakan antara pihak yang berakad, saling ridha, ini 
berdasarkan firman Allah dalam Q.S an-Nisa (4) ayat 29: 
                       
                    
        
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah 
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(2) Ma’qud ‘alaih (objek akad ijarah) 
 Meski diketahui secara jelas sehingga menghilangkan 
pertentangan. Pengetahuan akan ma’qud alaih ini dapat dilakukan 
dengan cara adanya penjelasan manfaat, penjelasan waktu, dan 
penjelasan jenis amal atas barang yang disewa. Seperti halnya tidak 
boleh menyewa barang dengan manfaat yang tidak jelas yang nilai 
secara kira-kira, sebab dikhawatirkan barang tersebut tidak mempunyai 
faedah. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual 
manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. 
Oleh karena itu, mereka melarang pohon untuk diambil buahnya, 
domba untuk di perah susunya, sumur untuk diambil airnya dan lain-
lain, karena semua itu bukan manfaatnya, melainkan barangnya.
39
 
(3) Syarat mengikatnya akad (syuruth al-luzum) 
Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat: 
(a) Objek atau manfaat terhindar dari cacat yang menyebabkan 
terhalangnya pemanfaatnya atas benda yang disewa. Apabila 
terdapat suatu cacat pada sifat objek atau manfaat objek, maka 
orang yang menyewa dapat memilih antara meneruskan ijarah 
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(b) Tidak terdapat udzur (alasan)  yang dapat membatalkan akad 
ijarah. Misalnya udzur pada salah seorang yang melakukan akad, 
atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat udzur, baik 
pada pelaku maupun pada ma’qud alaih, maka pelaku berhak 
membatalkan akad. Menurut jumhur ulama, akad ijarah tidak 
batal karena adanya udzur, selama objek akad yaitu manfaat tidak 
hilang sekali. 
d. Macam-Macam Akad Ijarah 
 Ijarah ada dua macam yaitu: 
1) Ijarah atas Manfaat (sewa-menyewa) 
 Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti: 
rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian 
dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak 
boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian tidak 
boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan. 
 Cara menetapkan hukum akad ijarah yaitu: menurut Hanafiyah dan 
Malikiyah, ketetapan hukum akad ijarah (sewa menyewa) berlaku sedikit 
demi sedikit atau setahap demi setahap, sesuai dengan timbulnya objek 
akad yaitu manfaat. Hal ini karena manfaat dari suatu benda yang disewa 
bisa dipenuhi sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi 
menurut Syafi‟iyah dan Hanabillah ketetapan hukum akad ijarah (sewa-




olah seperti benda yang tampak. Sebagai akibat dari perbedaan antara 
Hanafiyah dan Malikiyah di satu pihak dan Syafi‟iyah serta Hanabilah 
dipihak lain. 
2) Ijarah atas pekerjaan (upah mengupah) 
 Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah 
untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, 
menjahit pakaian dan sebagainya.orang yang melakukan pekerjaan disebut 
ajir atau tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada dua macam: 
a) Ajir khusus yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa 
tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain 
orang yang telah memperkerjakannya. Contohnya seseorang yang 
bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu. 
b) Ajir mustarak yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, 
sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya 
tukang jahit, notaris, pengacara dan sebagainya.
41
 
  Selain itu dalam buku “perbankan syariah produk-produk dan 
aspek-aspek hukumnya” yang ditulis oleh Sultan Remy Sjahdeini 
menyebutkan macam ijarah, diantaranya 
“ijarah wa iqtina atau sering disebut juga dengan ijarah 
muntahiyabittamlik adalah perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa 
bahwa di akhir perjanjian di masa sewa, barang yang disewakan tersebut 
beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus 
membayar harga beli atas barang tersebut. Biasanya pada akhir masa 
                                                             
41




perjanjian kepemilikan atas barang tersebut dapat beralih pada penyewa 
apabila penyewa yang bersangkutan menggunakan hak opsinya, maka 
kepemilikan barang itu tetap berada ditangan penyewa.”
42
 
   
  Hal ini juga didasarkan pada Fatwa DSN tentang ijarah muntahiya bittamlik 
yang antara lain menyatakan: 
(1) Perjanjian untuk melakukan akad ijarah muntahiya bittamlik harus 
disepakati ketika akad ijarah ditanda tangani. 
(2) Pihak yang melakukan akad ijarah muntahiya bittamlik harus melaksanakan 
akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan 
jual-beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. 
(3) Ijarah Musyarakah Mutanaqisah dalam hal ini nasabah hanya memiliki 
sebagian dari dana yang diperlakukan hanya untuk membeli aset tersebut. 
Untuk menutupi kekurangannya, nasabah mengharapkan bank untuk 
menyediakan sisa dana untuk mencukupi seluruh dana yang diperlukannya 




(4) Ijarah Multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada 
nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu barang atau jasa, misalnya 
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e. Prinsip-prinsip Akad Ijarah 
 Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad ijarah 
yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan sebagai berikut: 
1) Prinsip kebebasan berkontrak  
2) Prinsip perjanjian itu mengikat 
3) Prinsip kesepakatan bersama 
4) Prinsip ibadah  
5) Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi 
6) Prinsip kejujuran (amanah).45 
 Bermuamalah menganut azas keadilan dan sukarela, berikut beberapa 
prinsip-prinsip akad mu‟amalah dalam Islam: 
a) Dalam bermuamalah haruslah dilakukan atas dasar kerelaan, tanpa 
mengandung unsur paksaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap 
bentuk dari muamalah antar individu atau pihak-pihak yang 
bersangkutan haruslah berdasarkan kerelaan masing-masing pihak dan 
juga kebebasan kehendak dari pihak-pihak penyelenggara akad. Seperti 
manipulasi alat pembayaran atau sengaja menyembunyikan pada alat 
pembayarannya. Contoh tersebut merupakan pelanggaran terhadap 
prinsip suka dan rela, karena ada unsur penipuan dan pemaksaan dari 
salah satu pihak yang melaksanakan akad yang juga tidak 
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mencerminkan kehendak. Sebenarnya perbuatan tersebut merugikan 
yang bersangkutan, maka sesungguhnya prinsip suka dan rela dalam 
bermuamalah ini adalah dalam upaya untuk melindungi kedua belah 
pihak baik itu konsumen maupun pelaku usaha.
46
 
b) Prinsip kejujuran menepati amanat dan nasehat dalam bermuamalah. 
Nilai yang terpenting dalam bertransaksi adalah kejujuran.
47
 Cacat-cacat 
dalam perdagangan yang paling memperburuk citra perdagangan adalah 
kebohongan, manipulasi dan mencampur aduk kebenaran dan 
kebathilan. Sedangkan menepati amanat adalah mengembalikan hak apa 
saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan 
tidak mengurangi hak orang lain dalam segala hal. 
c) Dalam bermu‟amalah adalah adanya prinsip, keadilan di antara kedua 
belah pihak sebagai penyelenggara akad dan menghindari unsur-unsur 
pengambilan kesempatan dalam kesempitan.
48
 Hal ini mengandung 
pengertian bahwa akad-akad dalam Islam dibangun atas dasar 
mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Keadilan itu 
diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan 
akalnya. Seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual 
menyerahkan barangnya kepada pembeli dan dilarang berbuat curang 
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dalam menakar dan menimbang, dan juga dilarang bermuamalah yang 
menyebabkan pemakanan harta secara bathil seperti jual-beli gharar, 
akad-akad dimana terjadi penyembunyian cacat barang jualan. Hal ini 
merupakan perbuatan samar karena tampaknya akad tersebut sah dan 
suka sama suka diantara kedua belah pihak. Terutama ketika pembeli itu 
sedang sangat membutuhkan tetapi sebenarnya didalamnya terdapat 
penganiayaan dan eksploitasi. 
d) Prinsip semua akad dan muamalah tidak bisa sempurna kecuali dengan 
mengharapkan ukuran dan membataskan harga.
49
 Semua muamalah 
tidak sah jika barang diakadkan itu ukurannya terbatas dan harganyapun 
dapat dimaklumi agar orang terhindar dari penipuan dan pentengkaran 
sehingga dilarang jika tidak diketahui barang maupun harganya. 
e) Prinsip dalam bermuamalah harus dilandaskan kejelasan, baik mengenai 
kualitas maupun kuantitasnya. Prinsip ini adalah untuk menghindari 
jual-beli gharar, sehingga barang yang dijual harus jelas kualitasnya, 
kuantitasnya juga meliputi jumlah barang mutu, harga dan juga waktu 
penyerahan barang. 
f) Prinsip muamalah juga dilakukan atas dasar pertimbangan 
mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup 
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masyarakat. Sehingga Islam mengharamkan perdagangan barang yang 
membahayakan individu dan masyarakat.
50
 
g) Prinsip akad bisa diselenggarakan dengan cara apapun, agar kedua belah 
pihak tetap mengindari penipuan dan juga barang-barang yang dilarang 
diperjualbelikan. 
h) Prinsip tetap berpengaruhnya rasa cinta dan lemah lembut antara dua 
penyelenggara akad, kasih sayang dan larangan terhadap praktek 
monopoli. Islam mewajibkan adanya unsur rasa cinta dan kasih sayang 
terhadap sesama manusia dalam berdagang sehingga dalam berdagang 
hendaknya tidak untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya 
sehingga cenderung merugikan orang lain. 
f. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah 
 Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya 
fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, 
kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh, ijarahakan menjadi 
batal (fasakh) bila terdapat hal-hal sebagai berikut: 
1) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, menurut pendapat 
ulama Hanafi. Sedangkan mayaroritas ulama, kematian salah satu pihak 
tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad ijarah, dikarenakan 
akad ijarah merupakan akad lazim, seperti halnya jual beli, dimana 
musta’jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus 
                                                             




sebagai milik yang tetap, sehingga bisa berpindah pada ahli waris. jika 
penyewa meninggal maka ahli warisnya boleh menuntut untuk 
menghentikan akad, jika mereka membuktikan bahwa karna kematian 
orang yang mewariskan, beban akan menjadi lebih berat untuk ditanggung 
oleh ahli waris. Atau sewa menyewa menjadi melampaui batas kebutuhan 
mereka dalam kondisi ini harus diperhatikan waktu peringatan 
mengosongkan barang sewa. Hendaklah tuntutan penghentian akad adalah 




2) Iqalah, yaitu pembatalan kedua belah pihak. Hal ini karena ijarah adalah 
akad mu’awadah (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga 
memungkinkan untuk dilakukan pembatalan seperti halnya jual beli. Dalam 
KHES akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan 
kesepakatan. 
3) Rusak dan hilangnya barang yang disewakan, sehingga ijarah tidak 
mungkin diteruskan. 
4) Telah selesainya masa sewa, kecuali ada ‘udzur. Misalnya menyewa tanah 
untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa habis, tanaman belum bisa 
dipanen. Dalam hal ini ijarah dianggap belum selesai. 
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5) Pembatalan sepihak dari ‘aqid apabila ada kejadian-kejadian luar biasa, 
seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan 
kehabisan modal. 
 Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan 
barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan 
kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah benda tetap, ia 
wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu 
tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari 
tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya. 
g. Ujrah dalam Hukum Islam  
1) Pembayaran Ujrah (Upah) 
 Jika Ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 
adalah ketika pekerjaanya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak 
ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan 
mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan 
secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan 
menurut Imam Syafi‟i dan Ahmad, bahwa apabila seorang mu’jir 
menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa (musta’jir), maka 
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 Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan 
baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan,
53
 
yaitu sebagai berikut: 
a) Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan. 
 : َلِميُّ : َحدَّ ثَ َناَوْىُب ْبُن َسِعْيِد ْبِن َعِطيََّة السَّ َمْسِقيُّ َحدَّ ثَ َنا الَعبَّاُس ْبُن الَولِيِد الدَّ
َحدَّ ثَ َنا َعْبُدالرَّْْحَِن ْبُن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم, َعْن أَبِْيِو, َعْن َعْبِداللَِّو ْبِن ُعَمَرقَاَل : قال 
فَّ َعَرقُُو((54 رًَأْجرَُه, قَ ْبَل َأْن ْيَِ  رسول اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ))أَْعُطْوااَلِجي ْ
 
Artinya: Al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada 
kami dari Whb bin Said bin Athiyyah as-Salami, dari Abdullah bin 
Umar bahwa Rasullah SAW Bersabda, “berikanlah kepada pekerja 
upahya sebelum kering keringatnya”
55
 
b) Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang 
dijadikan sewa berupa barang atau benda. 
c) Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfatnya, yaitu 
ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk si penyewa mamanfaatkan 
objek sewanya. 
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h. Macam-Macam (Ujrah) Upah 
 Pada pembahasan fiqih muamalah upah mengupah dibedakan menjadi 
dua macam, yaitu: 
1) Upah yang sepadan (Ujrah al mitsli) 
 Adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan 
kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan 
jasa (manfaat) kerjanya. 
2) Upah yang telah disebutkan (Ujrah al musammah) 
 Upah yang disebut (Ujrah al musamma) syaratnya ketika disebutkan 
harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang 
melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak 
musta‟jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang 
telah disebutkan, sebagaimana pihak mu‟jir juga tidak boleh dipaksa untuk 
mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. 
 Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka 
upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (ajrun 
musamma). 
 Pada era sekarang upah mengupah beragam jenisnya, hal tersebut 
dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga berpengaruh pula 
terhadap perkembangan dalam bidang muamalah, seperti upah mengupah 





3) Upah dalam Perbuatan Ibadah 
 Upah dalam proses pembayaran kredit dapat dikategorikan kedalam 
upah dalam hal perbuatan ibadah. Ulama Fikih berbeda pendapat tentang 
upah yang dikategorikan kedalam upah atas perbuatan ibadah Madzhab 
Hanafiyah berpendapat bahwa ijarah atas perbuatan ibadah atau dalam 
bentuk ketaatan kepada Allah Swt seperti mengupah seorang mengajar Al-
Qur‟an, mengupah imam shalat fardu dan sebagainya haram hukumya. 
Ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, atau 
puasa, atau mengerjakan haju, atau membaca Al-Qur‟an yang pahalanya 
dihadiahkan kepadanya (yang menyewanya), atau untuk azan, atau untuk 
menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan dan 
hukumnya haram mengambil upah tersebut. Upah atas ketaatan haram 
berdasarkan hadis Rasulullah Saw diantaranya : 
َعْن َعْبِدالرَّْْحَِن ْبِن ِشْب قَاَل َرُسْوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم اِقْ َرُء َواْلُقْرآَن 
 َوالَتَْأُكُلْوابِِو َوالََتسْ تَ ْكِثُرْوا بِِو َواَلََتُْفْوا َعْنُو َوالَتَ ْغُلْوا ِفْيِو 56
  Artinya: Dari Abdurrahman bin Syibl berkata: Rasulullah Saw, 
bersabda: “Bacalah olehmu Al-Qur‟an dan janganlah kamu (cari) 
makan dengan jalan itu, janganlah kalian memperbanyak harta 
dengannya, janganlah kalian menjauh darinya dan janganlah kalian 
berkhianta padanya,” (HR. Ahmad) 
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Dengan demikian jelas bahwa perbuatan yang termasuk ke dalam ibadah, 
maka pahalanya jatuh kepada pelakunya, oleh karena itu tidak boleh 
mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu. 
4) Upah Sewa menyewa Tanah 
 Menyewakan tanah pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat 
menjelaskan akan maksud dan tujuannya, jika tanah akan ditanam, maka 
harus diketahui jenis apa tanaman yang akan ditanah tersebut, kecuali jika 
orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika 
syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak sah.
57
 
5) Upah Pembekaman 
 Bekam adalah upaya mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan 
cara menghisapnya dengan bantuan alat.
58
 Usaha bekam tidak diharamkan, 
karena Nabi Saw pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan, kepada 
tukang bekam itu. Imam An-Nawawi berkata: Dalam hadis yang berkenaan 
dengan pelarangannya, mereka memahami maksudnya, untuk menjauhkan 
usaha yang bernilai rendah dan dorongan kepada makarin el akhlaq (sikap 
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6) Upah Perburuhan 
 Buruh merupakan orang yang menyewakan tenaganya kepada 




h. Hikmah Ujrah (Upah) 
  Tujuan dibolehkan ujrah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan 
keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang 
dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan 
diri kepada Allah Swt. 
 Adapun hikmah diadakannya ujrah antara lain:
60
 
1) Membina Ketentraman dan Kebahagiaan 
 Adanya ijarah akan mampu membina kerja sama antara mu’jir dan 
musta’jir. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan 
diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memeri jasa 
dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup 
terpenuhi maka musta’jir tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada 
Allah Swt. 
 Transaksinya upah mengupah dapat berdampak positif terhadap 
masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai 
kesejahteraan. 
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2) Memenuhi Nafkah Keluarga 
 Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah 
kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab 
lainnya. Dengan adanya upah yang diterima musta’jir maka kewajiban 
tersebut dapat dipenuhi. 
3) Memenuhi Hajar Hidup Masyarakat 
 Adanya transaksi ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, maka 
akan mampu memnuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja 
maupun yang menikmati hasil kerja tersebut. Maka ujrah merupakan akad 
yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama. 
4) Menolak Kemungkaran 
 Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran 
yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang menganggur. Pada 
intinya hikmah ijarah yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi 
kebutuhan. 
B. Kajian Pustaka 
  Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian 
yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. 
    Pertama, Cecep Abdul Kadir Jaelani dengan judul : Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Penetapan Upah Pada Pembiayaan Multijasa Di BPRS PNM 
Binama Semarang (Studi Kasus Di PT. BPRS PNM Binama Semarang). 




rangka mengambilstrata 1 program studi Muamalat, Fakultas Hukum dan 
Syariah Walisongo. Fokus penelitian yang dilakukan Cecep ialah tentang 
praktik penetapan upah yang dilakukan Multijasa menggunakan acuan 
prosentase, berbeda dengan penelitian yang akan di fokuskan pada upah 
penyedia jasa pembayaran kredit. Meskipun demikian penelitian yang 
dilakukan Cecep Abdul Kadir Jaelani dapat dijadikan bahan informasi untuk 
penelitian yang akan dilakukan. 
    Kedua, Sherli Andini dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Kasus di Desa 
Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan). Penelitian ini merupakan 
skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka 
mengambil strata 1program studi Muamalah, Fakultas Syariah. Fokus 
penelitian ini padapraktiknya, para pengurus yang mengurus jenazah tersebut 
akan diberikan upah berupa uang yang berkisar anatara Rp.20.000 hingga 
Rp.50.000, juga barang berupa sembako seperti beras yang berisi antara 2 Kg 
sampai dengan 5 Kg beras dan sebuah kain satu atau dua buah kain. Pemberian 
upah biasanya diberikan tujuh hari setelah si mayit wafat. Dengan adanya 
pemberian upah tersebut, masyarakat selalu meminta bantuan dalam 
pengurusan jenazah keluarganya, hal ini juga dikhawatirkan akan membuat 
pengurus jenazah tidak ikhlas dalam mengerjakan ibadah yang hukumnya 
fardhu kifayah tersebut. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 




kredit. Meskipun demikian penelitian yang dilakukan sherli dapat dijadikan 
bahan informasi untuk penelitian yang akan dilakukan. 
  Ketiga, Agus Sutrisno dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Upah Penyedia Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah. (Studi Kasus di Kecamatan 
Baruga Kota Kendari) penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa IAIN 
Kendari, dilakukan dalam rangkamengambil strata 1 program studi Muamalah, 
Fakultas Hukum dan syariah IAIN Kendari. Fokus penelitian yang dilakukan 
Agus ialah tentang praktik jasa yang diberikan tersebut bertolak belakang dan 
bertentangan dengan kode etik akademik bahkan berdampak negatif bagi 
pengembangan mutu pendidikan. Berbeda dengan penelitian yang akan di 
fokuskan pada praktik upah penyedia jasa pembayaran kredit. Meskipun 
demikian penelitian yang dilakukan Agus Sutrisno dapat dijadikan bahan 
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